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ABSTRAK 
 
 
 

 Banyak kekecewaan terhadap filsafat, teori dan praktik hukum yang 
terjadi di paruh kedua abad ke-20. Sementara aliran lama yang mainstream 
saat itu - semisal aliran realisme hukum banyak kekecewaan terhadap 
filsafat, teori dan praktik hukum yang terjadi di paruh kedua abad ke-20. 
Sementara aliran lama yang mainstream saat itu - semisal aliran realisme 
hukum -  disamping perannya semakin tidak bersinar, dan juga ternyata tidak 
dapat menjawab berbagai tantangan jaman di bidang hukum. Sangat terasa, 
diakhir abad ke- 20 diperlukan adanya suatu aliran dan gebrakan baru dalam 
praktik, teori, dan filsafat hukum untuk menjawab tantangan jaman. Maka 
lahirlah aliran Critical legal Studies yang biasanya di berbagai literature 
disingkat dengan “CLS” atau “Crit”  (selanjutnya disebut GSHK) di tahun 
1970-an di Amerika serikat,  yang datang pada saat yang tepat dengan 
menawarkan diri sebagai pengisi kekosongan dan kehausan akan doktrin 
baru dalam hukum kontemporer, dan melakukan pendekatan yang berbeda 
dalam memahami hukum. Lahirnya GSHK ini bermaksud untuk menjawab 
tantangan jaman dengan mendasari pemikirannya pada beberapa 
karakteristik umum, sebagai berikut : Aliran GSHK mengkritik hukum yang 
sarat dan dominan dengan ideology tertentu; Aliran GSHK ini mengkritik 
hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan hukum itu sama 
sekali tidak netral; Aliran GSHK kurang mempercayai bentuk-bentuk  
kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena 
itu, aliran ini menolak keras ajaran-ajaran dalam positivisme hukum Aliran 
GSHK menolak perbuatan antara teori dan praktik dan menolak perbedaan 
antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari paham liberal. 
Menurut aliran ini, nilai tidak objektif, tidak universal, dan berubah-rubah 
(arbitrary). Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa  Gerakan Studi Hukum 
Kritis (GSHK), sangat membantu dalam mengkritisi produk legislasi di 
Indonesia, khususnya dalam penulisan ini adalah legislasi pidana Indonesia. 
Dari perspektif penegakan hukum pidana Indonesia, dapat dilihat bahwa 
produk legislasi pidana Indonesia memang masih terlihat tidak atau kurang 
mendukung nilai  netralitas,  objektivitas, dan otonom. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 
A.  Latar Belakang 

 Pendapat yang menyatakan bahwa induk dari segala macam ilmu 

pengetahuan adalah Filsafat merupakan argumen yang hampir diterima oleh 

semua kalangan. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan yang erat antara 

ilmu pengetahuan tertentu dengan filsafat tertentu, seperti filsafat hukum 

yang melahirkan ilmu hukum dan seterusnya. Filsafat hukum adalah refleksi 

teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan 

merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum.1  

 Sebagaimana diketahui, banyak kekecewaan terhadap filsafat, teori 

dan praktik hukum yang terjadi di paruh kedua abad ke-20. Sementara aliran 

lama yang mainstream saat itu - semisal aliran realisme hukum2 - disamping 

perannya semakin tidak bersinar, dan juga ternyata tidak dapat menjawab 

berbagai tantangan jaman di bidang hukum. Sangat terasa, diakhir abad ke- 

20 diperlukan adanya suatu aliran dan gebrakan baru dalam praktik, teori, 

                                                 
1
 Lili Rasjidi, dalam Bernard Arif Sidharta,  Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian 

tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan lmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu 

hukum nasional Indonesia), Mandar Maju: Bandung, 2000, hlm.119 
2
 Aliran realisme hukum mendasarkan pemikirannya pada suatu konsep radikal mengenai proses 

peradilan. Hakim lebih layak disebut sebagai pembuat hukum daripada menemukannya, karena hukum 

adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. 

H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, 2009, 

hal. 73 
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dan filsafat hukum untuk menjawab tantangan jaman. Maka lahirlah aliran 

Critical legal Studies yang biasanya di berbagai literature disingkat dengan 

“CLS” atau “Crit”  (selanjutnya disebut GSHK) di tahun 1970-an di Amerika 

serikat,  yang datang pada saat yang tepat dengan menawarkan diri sebagai 

pengisi kekosongan dan kehausan akan doktrin baru dalam hukum 

kontemporer, dan melakukan pendekatan yang berbeda dalam memahami 

hukum.  

 Beberapa nama yang menjadi penggerak GSHK adalah Roberto M. 

Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Peter Gabel, Mark Tushnet, Kelman, 

David Trubeck, Horowitz dan sebagainya. Aliran  GSHK pada prinsipnya 

mencoba untuk mengembangkan aspek radikal dari realisme hukum dan 

menerapkannya ke dalam kerangka berpikir dari Marxism, khususnya dalam 

pemikiran kaum liberal. Pemikiran/paradigma hukum liberal3 ini mengajarkan 

bahwa hukum dibuat oleh parlemen mewakili suara rakyat, sedangkan dalam 

memutus perkara, hakim paling jauh hanya menafsirkan hukum, bukan 

membuat hukum. Karena itu, aliran GSHK ini menggunakan pisau analitis 

berupa alat dekonstruksi (tool of deconstruction)4 untuk membedah premis-

premis yang bersifat mistis dari aliran-aliran yang bernuansa liberalisme 

hukum. Alat dekonstruksi ini merupakan warisan dari aliran realisme hukum5 

                                                 
3
 Ronald Dworkin menyatakan bahwa paradigma hukum liberal adalah “ law is based on objective 

decisiosn principles, while politics depend on subjective decisions of policy” . 

Dalam Ifdhal Kasim, sebagai Kata Pengantar untuk bukunya Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum 

Kritis, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999 
4
 Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu mencoba melihat 

makna istilah tersembunyi, yang kadangkala istilah tersebut telah cenderung diistimewakan  melalui 

sejarah. meski dekonstruksi itu sendiri tetap berada pada hubungan istilah/wacana tersebut. 

H.R. Otje Salman, Ibid, hal. 74  
5
 Karena itu Surya  Prakash Sinha merumuskan bahwa : “the philosophical moorings of the CLS 

movement are found in the critical theory of the Frankfurt School …and the American Legal Realism” 
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ke dalam GSHK. Menurut GSHK, hukum bersifat tidak ada batas 

(indeterminate) sehingga antara hukum dengan moral dan politik sebenarnya 

tidak ada sekat pemisah.6 

 

B.  Permasalahan 

 Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : Bagaimana wajah 

produk legislasi pidana Indonesia apabila dilihat dari perspektif Gerakan Studi 

Hukum Kritis (GSHK)? 

C.  Tujuan Penulisan 

 Yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk melihat  dan 

mengkatagorisasikan  wajah produk legislasi pidana Indonesia bila dilihat dari 

perspektif Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK).  

 

D.  Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analitis, maksudnya suatu 

penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan 

frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.7 Atau memberikan data seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.8  

                                                                                                                                           
Surya Prakash Sinha, Jurisprudence : Legal Philosophy in a Nutshell, West Publishing, St. Paul Minn, 

1993, p. 297 
6
 Munir Fuady., Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 86 

7
 Marzuki, Metodologi Riset, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1983, hal. 11 

8
 Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 80 
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Sementara Hadari Nawawi menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

mempunyai dua hukum pokok, yaitu : 

1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat 

penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang 

bersifat hukum; 

2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki 

sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.9 

 

2. Metode pendekatan 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Yuridis Normatif, yaitu  penelitian hukum yang memfokuskan pada bahan 

hukum berupa asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan 

perundang-undangan semata. 

 

3.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu  data yang bukan diusahakan sendiri  pengumpulannya oleh peneliti, 

yang     mencakup: 10 Bahan Hukum Primer, berupa : undang-undang yang 

diteliti; Bahan Hukum Sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan 

hakim; bahan hukum tersier, yaitu : Kamus, Ensiklopedia. 

4.  Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

 Bahan Hukum  yang telah diperoleh, diolah secara content analisys 

yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, 

                                                 
9
 Hadari Nawawi, Metode Pwenelitian Bidang Sosial, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1983, hal. 64 

10
 Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat., CV. 

Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15 
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dan peraturan perundang-undangan yang tekait. Dari analisis  tersebut ditarik 

kesimpulan secara Induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip yang khusus 

kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum,  yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis. 
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BAB II 
Tinjauan pustaka 

 
 

 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Filsafat Hukum 

 

 Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang 

mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. 

Sebagai refleksi kefilsafatan, filsafat hukum tidak ditujukan untuk 

mempersoalkan hukum positif tertentu11 , melainkan merefleksi hukum dalam 

keumumannya atau hukum sebagai demikian (law as such). Filsafat hukum 

berusaha mengungkapkan esensi dan hakikat hukum dengan menemukan 

landasan terdalam dari keberadaan hukum, keberadaan hukum yang mana  

dimaksudkan sejauh yang mampu dijangkau oleh akal budi manusia itu 

sendiri.12  

 Dalam  membicarakan tentang filsafat hukum, dikenal berbagai aliran, 

seperti : 

1. Aliran Hukum Alam 

2. Aliran Hukum Positif (positivisme Hukum) 

                                                 
11

 Hukum positif adalah ialah terjemahan dari ius positum dalam bahasa latin, secara harfiah berarti : 

hukum yang ditetapkan (gesteld recht). Jadi, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh 

manusia, karena itu dalam ungkapan kuno disebut “stellig recht”.  

Lihat J.J. H. Bruggink, Alih bahasa Arif Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti: 

Bandung, hlm 142 
12

 Ibid 
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3. Mazhab Utilitarianisme 

4. Mazhab Sejarah 

5. Aliran Sociological Jurisprudence 

6. Aliran Pragmatic Legal Realism (Realisme Hukum) 

7. Aliran Hukum Kritis (Critical Legal Studies) 

Dari berbagai aliran tersebut di atas, dikenal berbagai filsuf yang 

mendasarkan dirinya pada pemikiran tentang hukum yang berbeda antara 

satu dengan  lainnya. Dari Aliran Hukum Alam terkenal  tokohnya yaitu 

Thomas Aquinas (sebagai pemikir hukum alam irrasional) yang dalam 

tulisannya Treatise on law, mendefinisikan hukum sebagai ketentuan akal 

untuk ketentuan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat.13 

Sementara dari aliran hukum alam rasional dikenal nama seperti Hugo de 

Groot (Grotius) dan Immanuel Kant. 

 Dari Aliran Hukum Positif memunculkan teori positivisme hukum (legal 

positivisme) yang meliputi analytical legal positivisme, Kelsen’s Pure Theory 

of law dan analytical jurisprudence.14 Tokoh yang terkenal adalah John Austin 

yang kemudian dari  pemikirannya dikritisi oleh H.L.A. Hart (yang juga 

sebagai pengikut aliran positivisme15), dan Hans Kelsen. Pemikiran-pemikiran 

Hart inilah yang akan diikembangkan dan dikomentari dalam tulisan ini. 

                                                 
13

 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat 

Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 88 
14

 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum (Mazhab dan Refleksinya), Remadja Karya, Bandung, 1989, hal. 50 
15

 Hart adalah filsuf yang juga dikatagorikann sebagai pemikir Filsafat Hukum abad ke-20 dalam 

kelompok Neo Positivism, sama seperti Alf Ross dan John Rawls. 

H.R. Otje Salman,Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), OpCit.,  hal. 34 
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 Dari mazhab utilitarianisme, memunculkan tokoh-tokoh pemikirnya 

seperti : Jeremy Bentham (filsuf Inggris) dengan bukunya Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation (1789); John Stuart Mill dengan bukunya 

yang berjudul Utilitarianism, yang mengkritik pandangan Bentham; Roscou 

Pound dengan teorinya : patokan bagi pembuat undang-undang ialah apa 

yang akan memberikan kebahagiaan kepada jumlah iindividu yang paling 

besar.16 

 Mazhab sejarah dengan tokoh utamanya Friederich Carl Von Savigny, 

yang pada intinya berpendapat tentang konsep hukum itu adalah semangat 

dari suatu bangsa.17 Sementara tokoh aliran filsafat hukum Sociological 

Jurisprudence yang juga dianggap sebagai pelopor adalah Roscou Pound 

(walaupun ada pemikirannya mendasarkan pada utilitarianism). Inti pemikiran 

aliran terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.. 

 Dalam mazhab Realisme Hukum, tokohnya adalah John Chipman 

Gray, Oliver Wendel Holmes, Karl Liewellyn dan Jerome Frank. Menurut 

aliran ini hukum itu tidak statis dan selalu bergerak secara terus menerus 

sesuai dengan perkembangan jamannya dan dinamika masyarakat. 

Cerminan makna yang terkandung pada istilah legal realism menunjukkan 

bahwa banyak hal yang tersembunyi dari yang terbuka, artinya menurut aliran 

ini bukan kata-kata  atau definisi-definisi yang diperlukan tetapi fakta. 

                                                 
16

 Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan  , Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum. Edisi Revisi, 

Penerbit UNSRI, Palembang, 2008  hal. 44 
17

 Ibid, hal.49 
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Berkaitan dengan Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK) akan dibicarakan 

pada tulisan berikut. 

 

B.  Studi tentang Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK) 

 Eksponen terdepan dari aliran ini, Roberto M. Unger mencoba 

mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing yakni antara 

paradigma konflik dan paradigma konsensus. Unger menunjukkan bahwa 

betapa tidak realistiknya teori pemisahan hukum dan politik. Analisis hukum 

yang hanya memusatkan pengkajian pada segi-segi doctrinal dan asas-asas 

hukum semata dengan demikian mengisolasi hukum dari konteksnya. Sebab 

hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan 

direkonstruksi secara sosial. Analisis mengenai bagaimana hukum itu 

direkonstruksi dan bagaimana rekonsruksi itu sebetulnya diperlukan untuk 

mengabsahkan sesuatu tatanan sosial tertentu18. Hal ini dapat dilihat pada 

analisis Duncan Kennedy terhadap karya ahli hukum pada abad ke-18, 

William Blackstone, yang sangat berpengaruh pada proses pembentukan 

hukum di Amerika. 

                                                 
18

 Dalam bahasa lain, Unger  merumuskan bahwa segala revisi terhadap bentuk dan penggunaan 

hukum akan menyingkapkan perubahan-perubahan pada pengaturan dasar masyarakat dan pada 

konsepsi-konsepsi yang dipunyai manusia tentang dirinya sendiri. Pada saat yang sama, apapun yang 

bisa kita pelajari tentang perubahan-perubahan ini akan membantu kita menafsirkan ulang tatanan 

hukum. 

Robert M. Unger, Teori Hukum Kritis, Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta  Sri Widowati, Cetakan 

Ke-2, Nusamedia, Bandung, 2008, hal.253 
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 Lahirnya GSHK ini bermaksud untuk menjawab tantangan jaman 

dengan mendasari pemikirannya pada beberapa karakteristik umum, sebagai 

berikut : 

1. Aliran GSHK mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan 

ideology19 tertentu 

2. Aliran GSHK ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya 

memihak ke politik dan hukum itu sama sekali tidak netral. 

3. Aliran GSHK kurang mempercayai bentuk-bentuk  kebenaran yang 

abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, aliran 

ini menolak keras ajaran-ajaran dalam positivisme hukum.20 

4. Aliran GSHK menolak perbuatan antara teori dan praktik dan menolak 

perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari 

paham liberal. Menurut aliran ini, nilai tidak objektif, tidak universal, 

dan berubah-rubah (arbitrary). Dengan demikian aliran GSHK menolak 

kemungkinan teori hukum murni21, tetapi lebih menekankan pada teori 

yang memiliki daya pengaruh pada transformasi sosial yang praktis. 

Bahkan sebenarnya salah satu kritikan aliran ini pada awal 

                                                 
19

 Ben Agger menyatakan bahwa CLS berpandangan bahwa dominasi bersifat structural, yakni 

kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi social yang lebih besar, seperti : politik, 

ekonomi, budaya, diskursus jender, dan ras. CLS mengungkap struktur itu untuk membantu 

masyarakat dalam memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka alami. 

Ben Agger, Teori Sosial Kritis. Kritik, Penerapan, dan Implikasinya, Terjemahan oleh Nurhadi, 

Cetakan Ke-6, Kreasi Wacana, Yogyakarta, Januari 2009, hal. 8 
20

 Aliran hukum positif menurut Hans Kelsen merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya 

dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah hukum yang senyatanya itu adil atau tidak. 

Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, sehingga satu-satunya sumber hukum 

adalah undang-undang. 

Zainudin Ali, Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga, Sinat Grafika, Jakarta, 2009, hal. 54 
21

 Karena aliran ini menyertakan factor extra-legal berupa fakta social atau pengalaman hidup, sebagai 

masukan dalam berfikir yang lebih realistic untuk memfungsikan hokum positif tersebut. 

Fx. Adji Samekto, Studi Hukum Kritis : Kritik  Terhadap Hukum Modern, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hal. 62   
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perkembangannya adalah tentang perbedaan antara : moral dan 

pengetahuan ilmiah; fakta dan nilai; alasan (reasoning) dan keinginan 

(desire). 

Penolakan yang paling mendasar dari aliran GSHK ini adalah terhadap 

anggapan dari ahli hukum tradisional menyangkut : 

1. Hukum itu objektif, artinya kenyataan adalah tempat berpijaknya 

hukum 

2. Hukum itu netral, artinya hukum menyediakan jawaban yang pasti dan 

dapat dimengerti 

3. Hukum itu netral, artinya tidak memihak kepada pihak tertentu 

4. Hukum itu otonom, artinya tidak dipengaruhi oleh politik atau ilmu-ilmu 

lainnya.22 

Adapun pandangan para penganut aliran GSHK sehubungan dengan 

penolakan keempat anggapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Hukum itu mencari legitimasii yang salah. 

Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah, yaitu 

dengan jalan mistifikasi dengan menggunakan prosedur hukum yang 

berbelit, bahasa yang tidak gampang dimengerti, hal mana merupakan 

alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat 

percaya bahwa hukum bersifat netral. 

2. Hukum itu dibelenggu oleh kontradiksii-kontradiksii 

Dalam hal ini, penganut GSHK percaya bahwa setiap kesimpulan hukum 

yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan 

                                                 
22

 Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, Op.Cit., hal. 72 
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hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. 

Karena itu, hakim akan memihak kepada salah satu pihak (yang kuat) 

yang dengan sendirinya akan menekan pihak yang lemah. 

3. Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum. 

Ahli hukum tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap 

hukum adalah “pemikiran yang rasional”. Akan tetapi, menurut penganut 

GSHK pemikiran yang rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga 

yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada 

kesimpulan hukum yang valid, baik yang diambil dengan jalan deduktif 

maupun dengan verifikasii empiris. 

4. Hukum tidak netral. 

Penganut aliran ini menyatakan bahwa hukum itu tidak netral, dan hakim 

hanya berpura-pura atau percaya secara naïf bahwa dia mengambil 

keputusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusan 

undang-undang, yurisprudensi, atau prinsp-prinsip keadilan. Padahal 

mereka selalu bias dan selalu dipengaruhi oleh idiologi, legitimasi, dan 

mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan. 

Aliran GSHK mengumandangkan beberapa konsep dasar, yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

 Aliran GSHK menolak liiberalisme 

 mengetengahkan kontradiksi antara individu dan individu lain maupun 

dengan komunitas masyarakat. 
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 melakukan delegitimasi karena legitimasi dalam masyarakat selama ini 

yang diperkuat dengan hegemoni dan reifikasi, justru memperkuat 

penindasan dari yang kuat/berkuasa terhadap golongan yang lemah 

 menolak model kehidupan yang liberal, yang sebenarnya lebih 

merupakan rekayasa (konstruksi) atau kepalsuan, yang diperkokoh 

oleh sektor hukum, Karena itu, aliran ini berusaha  merombak sistim 

penalaran hukum (legal reasoning) yang penuh dengan kepalsuan 

tersebut. 

 doktrin hukum merupakan suatu yang bersifat tidak pasti, dan penuh 

dengan kontradiktif, sehingga dapat ditafsirkan seenaknya oleh yang 

menafsirkan 

 Karena itu, aliran ini menggunakan model analisis dan penafsiran 

hukum yang lebih bersifat historis, sosio-ekoniomis, dan psikologis 

 aliran ini berpandangan bahwa analisis-analisis yuridis mengaburkan 

realitas yang sebenarnya, yang melahirkan putusan-putusan yang 

seolah-olah adil dan seolah-olah legitimate 

 tidak ada penafsiran yang netral terhadap doktrin hukum, tetapi 

penafsiran tersebut selalu bersifat subjektif dan politics.23 

 

 

 

 
 

                                                 
23

 Fx. Adji Samekto, Op. Cit.,, hal. 69 
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BAB III 
PEmanfaatan aliran gshk dalam 

mengkritisi produk legislasi pidana 
Indonesia 

 
 
 
 Dilihat sebagai proses kebijakan, penegakan hukum pidana – 

sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) -  

pada hakikatnya menurut Muladi merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahap,  yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yaitu : 

 
1. Tahap formulai/legislative, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto 

oleh badan pembentuk undang-undang; 

2. Tahap aplikasi/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai 

pengadilan; dan 

3. Tahap administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum secara 

konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.24 

 Menyangkut tahap formulasi, setidaknya pembentukan hukum 

(positif/tertulis) didasarkan atas 3 (tiga) dasar pertimbangan , yaitu 

                                                 
24

 Muladi,  Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13 
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pertimbangan keadilan (gerechtigkeit) disamping sebagai kepastian hukum 

(rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).25 

 Tujuan pembentukan hukum untuk mencapai keadilan, seperti 

yang diuraikan oleh Aristoteles dengan Teori Etis-nya26 ; sementara tujuan 

hukum untuk mencapai kepastian hukum, terkait erat dengan ajaran yuridis 

dogmatic (John Austin, Hans Kelsen) ;dan tujuan hukum untuk mencapai  

kemanfaatan, teori pembahas yang dekat adalah seperti yang diuraikan oleh 

Jeremy Bentham dengan teori Utilitarianism-nya.27 

  Apabila memperhatikan  paradigma yang dimunculkan oleh 

pemikir yang masuk dalam aliran GSHK, pada tahap formulasi/legislative 

sebagai kewenangan dari pembentuk UU, yang dapat dikritisi adalah ketika 

diterbitkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

jo UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002.  

Kritik yang paling utama dimunculkan berkaitan dengan penerbitan UU ini 

adalah menyangkut pemahaman GSHK yang menolak bahwa hukum itu 

bersifat  otonomi dan netral (netralitas hukum). Yang ada adalah kebalikan 

dari otonomi dan netralitas hukum, karena terbitnya UU tersebut atas 

desakan dari IMF – sebagai penyumbang dana terbesar bagi pemerintah 

                                                 
25

 Darji Darmodiharjo, dan ShidartaPokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum 

Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hal. 154  
26

 Aristoteles menyatakan bahwa hokum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang 

sangat penting dari pandangan Aristoteles  tentang Keadilan adalah pendapat bahwa keadilan mesti 

dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara 

kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia 

sebagai satu unit. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan 

keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan 

pidana 
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis,Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal 25. 
27

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Filsafat%20Hukum%20dan%20Perannya%20dalam%20Pem

bentukan%20Hukum%20di%20Indonesia.pdf, diakses tanggal 25 November 2009) 

 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Filsafat%20Hukum%20dan%20Perannya%20dalam%20Pembentukan%20Hukum%20di%20Indonesia.pdf
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Filsafat%20Hukum%20dan%20Perannya%20dalam%20Pembentukan%20Hukum%20di%20Indonesia.pdf
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Indonesia – karena Indonesia oleh FATF digolongkan sebagai negara NCCTs 

yaitu  dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dan surga bagi pencuci uang untuk melakukan 

aktivitasnya, sementara tindak pidana pencucian uang telah menjadi issue 

global. Artinya, dasar pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dipertanyakan, apakah telah berdasarkan nilai keadilan? 

dan kemanfaatan hukum?. Sementara dari sudut kepastian hukum, tentu 

dengan diterbitkannya UU tersebut sebagai bentuk tertulis dari hukum, tentu 

konsekuensinya  hukum tersebut menjadi pasti. 

 Selain itu juga dapat dilihat dari produk legislasi pidana yang terkait 

dengan bidang Bisnis. Bagaimana pembicaraan yang hangat di masyarakat 

ketika pembentukan UU Perbankan yang juga tidak netralitas. Usaha 

netralitas tidak terlihat, karena banyak ”tangan-tangan” politis yang 

”mengikat” netralitas dalam bunyi pasal-pasal yang kemudian diatur dalam 

UU Perbankan. Hal yang sama juga terlihat dalam pembentukan UU Pajak, 

UU Investasi; UU Pasar Modal; atau juga UU Penanaman Modal. 

 Dari perspektif tahap penerapan hukum (oleh hakim), kritisi yang 

mendasarkan pada alam pemikiran GSHK yang menyatakan dan menolak 

bahwa putusan hakim yang dianggap sebagai penafsir UU, dianggap adil 

apabila diputuskan berdasarkan UU yang ada. Kenyataannya, bahwa 

putusan hakim justru kebalikan dan jauh dari nilai keadilan28, karena bersifat 

memihak bagi penguasa atau orang yang kuat. Sebagai contoh yang paling 

                                                 
28

 Keadilan di sini bukan hanya dalam pengertian  Social Justice , tetapi juga  keadilan  berupa Legal 

Justice 
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kontroversial ketika diterbitkannya Putusan Pengadilan Negeri  No. 

309/Pid.B/2006/PN.ME atas nama Drs. H. Rachman Djalili. MM.29 yang 

diduga melakukan tindak pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk lahan 

Perkantoran dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih tahun 

anggaran 2003, Hakim dalam putusannya menyatakan Drs. H. Rachman 

Djalili. MM tidak bersalah dan diputus bebas. Sementara memperhatikan 

social justice atau keadilan hukum masyarakat, terpidana telah secara nyata 

dan bersama-sama dengan bawahannya (Drs. Kobil, yang diputus penjara) 

melakukan tindak pidana korupsi. Sementara seharusnya yang dilakukan 

oleh seorang hakim adalah apa yang diputuskannya melalui Putusan 

Pengadilan, haruslah sejalan dengan apa yang ada atau hidup dalam 

masyarakat, sehingga untuk pentaatan dan diterima oleh masyarakat. 

Dengan demikian perkembangan atas putusan hakim tersebut tidak 

didasarkan pada sesuatu yang dipaksakan, tetapi didasarkan pada sesuatu 

dan yang memang seharusnya demikian.30 

 Dari putusan Pengadilan Negeri  No. 309/Pid.B/2006/PN.ME 

tersebut, menunjukkan bahwa hakim telah melakukan kepura-puraan yang 

menyatakan bahwa putusannya telah berlaku adil, netral, dan legitimate; 

sementara hakim sangat dipahami sebagai manusia yang tidak lepas dari 

hegemoni, multi kepentingan, idiologi,  dan legitimasi terhadap kaum yang 

kuat 

                                                 
29

 Nashriana, Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi di 

Sumatera Selatan, Laporan Penelitian Dana Pascasarjana, Tahun 2007 
30

 Pontang Moerad B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, 

Alumni, Bandung, 2005, hal. 331 
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 Selain itu, banyak kasus-kasus yang menjadi  perhatian 

masyarakat, dimana masyarakat menilai demikian sulitnya memperjuangkan 

rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Sebagai contoh, bagaimana kasus 

pencurian semangka yang terjadi di Kediri yang dilakukan oleh Bashar (50 

tahun) dan Kholil (51 tahun).  Proses peradilan yang dilakukan terhadap 

pencuri semangka yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP menunjukkan 

wajah yang sebenarnya dari peradilan Indonesia. Bahwa para penegak 

hukum – terutama penegak Kepolisian sebagai garda terdepan proses 

peradilan pidana – berlatar paradigma formal legalistik. Seharusnya dalam 

kasus demikian, dapat diselesaikan di Kepolisian dengan cara damai tanpa 

kemudian diteruskan ke Kejaksaan dan kemudian pengadilan. 

 Dari perspektif tahap pelaksanaan hukum, salah satu contoh yang 

menjadi perhatian masyarakat adalah ketika mencuatnya kasus Artalita (Ayin) 

yang dengan ”seenaknya” mengabrok-abrik ruang tahanan menjadi ruang 

yang sangat mewah. Pertanyaan yang timbul dalam masyarakat, apa tujuan 

penjatuhan sanksi bagi Artalita, apakah sama sekali tidak ada tujuan untuk 

membalas sepak terjang Artalita dari kasus yang melingkupinya, seberapa 

jauh keterlibatan aparat dalam menciptakan suasana yang ”mengenakkan” 

Artalita yang notabene adalah seorang narapidana dengan segala 

keterbatasan yang ada yang harus juga dipunyai oleh narapidana lainnya, 

dimana pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh para penegak 

pelaksana hukum? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mestinya dimunculkan 

apabila kita dipengaruhi oleh alam GSHK, karena GSHK mendasarkan diri 
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dan mempedomani bahwa hukum itu tidak netral, hukum tidak objektif, dan 

hukum tidak punya netralitas. 
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BAB IV 
PEnutup 

 
 
 
 
 
A.  Kesimpulan 

 Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK), sangat membantu dalam 

mengkritisi produk legislasi di Indonesia, khususnya dalam penulisan ini 

adalah legislasi pidana Indonesia. Dari perspektif penegakan hukum pidana 

Indonesia, dapat dilihat bahwa produk legislasi pidana Indonesia memang 

masih terlihat tidak atau kurang mendukung nilai  netralitas,  objektivitas, dan 

otonom. 

 

B.  Saran  

 Dari rangkaian kritisi yang dilakukan, yang perlu atau dianggap urgen 

dilakukan adalah bahwa dalam membentuk produk legislasi terutama legislasi 

pidana di Indonesia hendaknya tidak hanya sekedar untuk 

melegitimasi/formalitas saja, dimana  hukum dibentuk  tersebut dilakukan 

hanya untuk melegalkan dan menguatkan para pihak yang berkuasa. Pada 

tataran putusan engadilan, hendaknya ada kepercayaan bahwa putusan 

pengadilan yang diterbitkan, tidak dianggap oleh masyarakat adalah putusan 

yang penuh dengan kepalsuan sebagai bentuk putusan yang  adil dan 

legitimate 
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